
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2000 perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah: 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lernbaran Negara Nomor 68 
Tahun 1985, Tambahan Lembaran Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Ncbara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran egara 
,'\ornor 3685): 

Mengingat 

Menimbang 

PJ::RATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

NOMOR 3 TAHUN 2000 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPAT.A...N DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2000 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG h:AHA ESA 

BIJPAT! REMBANG 

LEMBARA..i'-J DAERA.H KABUPATEN REMBA.NG 
~>i0;'.10R 3 TAHuN 2000 SERI D NOMOR 3 

."':"'_ 18 - 



4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (Lernbaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan Lembaran 

egara omor 3688): 
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun J 999 Norno r GO. Tamhahan 
Lernbaran l egara Nomor 3839): 

G. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah (Lembaran .egara ! omor 5 
Tahun I !'.)75); 

, . Peraturan Pcrnerintah Nomor 6 Tal.un 1975 tentang 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 
Tahun 1975): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun I 997 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tanun 1997 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 55, Tambahan Lembarar ':P.gara No or 
3692); 

l 0. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor (Lemharan 
Negara Tahun 1997 Nomor 56. Tambanan Lembaran 
Negara Nomor 3693); 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 1999 tentangTeknis Penvusuncn Ranca· -,,­ 
Peraturan Perundang-undangan dan Br+ t ; .... 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan d a-i ~Planja D?"'rah 
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Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dae rah dan 
Pe nvusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah: 

I~- Peraturan Menreri Dalam Negeri Nornor 8 Tahun 
I ~78 tentang Penerirnaan Sumbangan Pihak Ketiga 
kcpada Daerah: 

J..;. Peraiuran vlenteri Dalarn Negeri :\omor 4 Tahun 
l ~7!) tenrang Pelaksanaan Pengeiolaan Barang Miiik 
Pernerintah Daerah: 

l !'i. Peraiuran Menreri Dal am Negeri '\;omor -+ Tahun 
1985 tenrang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil 
Pajak Bumi dan Bangunan: 

l G. Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan di,n 
Belanja Daerah sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalarn . egeri ;\omor 2 Tahun 

1996: 
17. Peraruran Menteri Dalam :-s;cger i :\omor 5 Tahun 

1997 tentang Tuntutan Perbcndaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi Keungan dan Barang Daerah: 

18. Keputusan Menteri Dalarn Negeri . ornor 570-360 
tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program 
Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian 
Kredit Anggaran; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 
1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan / 
Anggaran Pendapatan dan Belanja egara: 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 1omor 903-1316 
tanggal 18 September 1985 tenrang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988; 

21. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 5 1 •1hun 
1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan: 
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Pendapatan ......... Rp. 60.036.882.330.00 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBAt,G 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHl.JN 2000. 

Pasal I 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 
sejumlah Rp. 60.036.882.330,00 terdiri dari : 

a. PENDAPATAN : 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG. 

MEMUTUSKAN 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri lornor 903-379 
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim 
Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha 
Keuangan Daerah; 

23. Kej.utusan Menteri Dalam Negeri No.-ior l IO Tahun 
1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

24. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Peraturan 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Rembang. 

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah 
Nomor: 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Februari 2000 
Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2000; 

2. Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah mengenai Pernbahacan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000. 

Dengan Persetujuan 
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Pasal 5 
Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 6 
Peraturan Daerah ini herlaku mulai awal tahun anggaran. 
Agar supaya set i ap orang d ap at mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. 

a. Lampiran III 
b. Lampiran IV 
c. Lampiran V 

Pendapatan 
Belanja Rutin 
Belanja Pembangunan. 

Pasal 4 
Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana 
Lampiran IV dan VII Peraturan Daerah in. 

Pasal 3 
(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut pada pasal 1. 

sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini. 
(2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah 
ini. 

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana larnpiran-Iarnpiran 
Peraturan Daerah ini : 

b. BELANJA: 
Rutin Rp. 46.057.860.330,00 
Pembangunan Rp. 13.979.022.000,00 

Rp. 60.036.882.330,00 

Pasal 2 
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari : 
a. Pendapatan Rp. 7.992.517.000,00 
b. Belanja Rp. 7.992.517.000,00 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2000 NOMOR 3 

HENDARSONO 

Ditetapkan di Rernbang 
pada tanggal 29 April 2000 

BUPATI REMBANG 
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H .. "\OERANTO. SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 500 040 991 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 6 Mei 2000 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATE 

RE:vJBANG 


